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A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (zoom piliticon) yang selalu mengadakan
hubungan satu sama lain. Dalam hubungan interaksi tersebut tidak jarang terjadi suatu
konflik atau sengketa, karena adanya pihak yang merasa dirugikan yang membutuhkan
perlindungan hukum atas hak-haknya dan mengajukan tuntutan kepada pihak yang
dianggap merugikannya. Di dalam sengketa pasti timbul dua pihak yang berlawanan,
yaitu pihak yang satu sebagai pihak Penggugat (eiser) dan pihak yang lainnya sebagai
pihak Tergugat (gedaagde). Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka
mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus
juga merupakan pihak formil, karena mereka yang beracara di muka pengadilan yang
bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.

Seiring dengan perkembangan minat atau trend di bidang ekonomi syariah,
pemerintah memberikan wewenang pada Peradilan Agama yang mana sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana tertuang pada Pasal 49 bahwa
“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara ekonomi syariah”. Dengan adanya Peradilan Syariah dan perkembangan
sengketa ekonomi syariah diperlukan syarat pada proses di bidang itu, adanya kasus
itu yang menimbulkan adanya sengketa. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 sengketa ekonomi syariah belum diketahui di selesaikan dimana, seiring

! R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap Dan Praktis, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.
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dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pemerintah memberikan
kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di selesaikan melalui Peradilan
Agama.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah suatu pertentangan antara satu pihak atau
lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada
prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh
adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi
hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.?

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bersifat perdata
secara umum bisa diselesaikan melalui 3 (tiga) cara: Pertama, ditempuh melalui
perdamaian atau yang lebih dikenal dengan sistem ADR (Alternative Dispute
Resolusion). Kedua, melalui Forum Lembaga Arbitrase Syariah. Ketiga, melalui Jalur
Ligitasi (proses peradilan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung
klausa perjanjian yang telah disepakati).®

Dalam kurun waktu 6 tahun (2018-2023) Pengadilan Agama Lamongan hanya
menerima dan menyelesaikan 13 kasus sengketa ekonomi syariah, hal ini berbeda
dengan kasus-kasus yang lainnya seperti: perceraian, dispensasi nikah, perwalian,
waris islam dll, yang mencapai 3000 per tahun. Diantara sengketa ekonomi syariah
yang diterima di Pengadilan Agama Lamongan yakni diantaranya berkaitan dengan
Wanprestasi Perjanjian Murabahah.

Perjanjian Murabahah adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih

2 Suryati Dzuluqy, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi,” Jurnal Studi Kasus Perkara
1, no. 1 (2016): 3.
3 Erie Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Iqtishadia 1, no. 1 (2014): 43—

58.
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untuk memperoleh hak pada sistem jual beli yang telah disepakati®. Dalam pengertian
lain, Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati olen penjual dan pembeli.®
Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun
kredit. Hal inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah
penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya
serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau
kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan.
Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat
dilakukan restrutrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan
denda.’
Pada umumnya sengketa yang muncul dikarenakan:’
1. Ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak
melakukan apa yang diperjanjikan untuk dilakukan.
2. Pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melakukan apa yang telah disepakati akan
tetapi tidak sama persis sebagaimana yang telah dijanjikan.
3. Salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan pihak-
pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan sehingga tindakan tindakan tersebut yang menyebabkan sengketa.

4 Puji Kurniawan, “Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan,” Jurnal
AL-MAQASID: Jurnal lImu Kesyariahan dan Keperdataan 5, no. 1 (2019): 43.

5 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, ed. Dewi Dadi, Basri, Farida R, 1st ed.
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

6 Wasilah Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, 4th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 176.

" Nur Fitriyani Azizah Absir, Ade Ayu Muninggar, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perjanjian
Murabahah Dengan Wakalah ( Studi Kasus Putusan Nomor: 16 / PDT . G/ 2013 /PN . Sda),” Lavv Review
Journal 01, no. 02 (2022): 3.
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B.

Sebagaimana dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Lamongan
dengan Nomor Perkara 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg, dalam hal ini diterangkan
bahwasanya telah melakukan tindakan wanprestasi dan terjadi hubungan
keperdataan/perjanjian pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah antara para
Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur. Seiring dengan berjalannya
waktu ternyata tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan alasan
terkena dampak Covid-19 Tergugat | atas persetujuan dari Tergugat Il mengajukan
permohonan program restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu atau
penundaan sebagian pembayaran angsuran kepada Penggugat. Bahwa atas
permohonan program restrukturisasi tersebut, Penggugat menyetujui permohonan
tersebut dengan dibuatkannya Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah. Setelah
diberikan keringanan dengan disetujuinya program restrukturisasi, faktanya tergugat
tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun sudah mengirimkan
beberapa kali surat (Teguran atau Somasi) kepada tergugat nampaknya tidak ada
iktikad baik sama sekali.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
bagaimana kasus ini dan bagaimana pertimbangan hukum dari pada sengketa ekonomi
syariah bidang Murabahah ini. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM SENGKETA
WANPRESTASI PERJANJIAN MURABAHAH (KAJIAN PUTUSAN NOMOR

0001/Pdt.GS/2021/PA/Lmg)”.

Identifikasi Masalah

Masalah yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas dapat



diidentifikasikan dalam beberapa masalah penelitian, yaitu:
1. Masih adanya wanprestasi pada perjanjian murabahah
2. Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah

3. Pertimbangan hukum

C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah terkait permasalahan yang
akan dibahas agar tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan yang akan dibahas,
yakni tentang pertimbangan hukum dan juga perjanjian murabahah pada putusan

nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg

D. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah
dari peneletian ini adalah:
1. Bagaimana putusan sengketa wanprestasi perjanjian murabahah pada putusan
nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum sengketa wanprestasi perjanjian

murabahah pada putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat diatas maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui tentang putusan sengketa wanprestasi perjanjian murabahah
dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg

b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum sengketa wanprestasi
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perjanjian murabahah dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg
2. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis
Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi tinjauan ulang
tentang sengketa ekonomi syariah khususnya pada perkara sengketa
wanprestasi perjanjian murabahah yang diputus oleh Pengadilan Agama.
b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam ilmu
pengetahuan tentang sengketa ekonomi syariah.

2) Bagi masyarakat, penelitian yang dilakukan ini bertujuan membantu
memberikan pemahaman ilmu yang berkaitan dengan sengketa ekonomi
syariah, dalam mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama.

3) Bagi pengadilan agama dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam
pengambilan keputusan mengenai masalah dalam sengketa ekonomi
syariah dan menjadi bahan rujukan hakim dalam memutus perkara tertentu

terutama terkait sengketa ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka
Untuk memudahkan penelitian, maka penulis melakukan tinjauan pustaka
terhdap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judulpenelitian ini:
1. Ayu Nurhakiki 2020, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul
“Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G201/PA.Mr Tentang Gugatan

Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Presfektif Komplikasi Hukum



Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto)”.® Masalah
penelitian ini memfokuskan apakah yang menjadi dasar hukum dan
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus Akad
Murabahah dan apakah sudah sesuai dengan Kompilasi hukum Ekonomi
Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama pertimbangan
hukum dan putusan pengadilan. Perbedaannya adalah peneliti Ayu Nurhakiki ini
tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus akad murabahah
dilihat dari Prespektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang
dilakukan penulis adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum dan
perjanjian murabahah pada putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.

2. Windy Shafira 2021, skripsi UIN SAIZU Purwokerto dengan judul
“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-
MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor
6379/Pdt.G/2019/PA.Clp)”.° Masalah penelitian ini memfokuskan pada
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi, serta
menggunakan hukum positif dan fatwa DSNMUI Nomor: 111/DSN-

MUI/IX/2017 untuk dijadikan pandangan berdasarkan putusan tentang

8 Ayu Nurhakiki, “Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Nomor 1007/Pdt.G2017/PA.Mr Tentang Gugatan
Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Persfektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Mojokerto),” Sustainability (Switzerland) (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020),
http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable procurement
practice.pdf%0Anhttps://europa.eu/capacity4ddev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-
procurement%0Ahttp://www.hpw.gld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuidelntegratingSusta
inabilit.
® Windy Shafira, “Skripsi: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Perspektif Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/1X/2017 (Studi Analisis
Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp)” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2021).
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pembiayaan bermasalah pada jual beli murabahah. Persamaan penelitian ini
dengan penulis sama-sama pertimbangan hukum dan putusan pengadilan.
Perbedaannya adalah peneliti Windy Shafira ini tentang pembiayaan yang
bermasalah pada jual beli akad murabahah serta dilihat dari Prespektif Kitab
UndangUndang Hukum  Perdata dan Fatwa DSN MUI No
111/DSNMUI/IX/2017. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah
memfokuskan pada pertimbangan hukum dan perjanjian murabahah pada
putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.

3. Hesti Wulandari 2022, skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul
“Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon
tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)”.1® Masalah penelitian ini
memfokuskan pada bagaimana dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon
dalam menetapkan putusan perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN
tentang wanprestasi Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Murabahah pada
pelaksanaan sita jaminan. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-
sama membahas tentang putusan pengadilan dan akad murabahah. Perbedaannya
adalah peneliti Hesti Wulandari memfokuskan menganalisa mengenai dasar
pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan perkara
1/Pdt.G.S/2020/PA.CN tentang wanprestasi Penyelesaian Sengketa Dalam Akad

Murabahah pada pelaksanaan sita jaminan. Sedangkan yang dilakukan penulis

10 Hesti Wulandari, “Skripsi: Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon
Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor
1/Pdt.G/2020/PA.CN)” (UIN Sunan Gunung Djati, 2022).
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adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum dan perjanjian murabahah pada
putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.

4. Nugrah Eka Andini 2022, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul
“Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Akad Al-Murabahah Di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Komplikasi
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby)”.t
Masalah penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hukum
hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad pembiayaan al-murabahah.
Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama pertimbangan hukum dan
putusan pengadilan. Perbedaannya adalah peneliti Nugrah Eka Andini ini tentang
wanprestasi akad pembiayaan al-murabahah serta dilihat dari Prespektif
Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah
memfokuskan pada pertimbangan hukum dan perjanjian murabahah pada

putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.

G. Sistematika Pembahasan
Tujuan dari sitematika pembahasan adalah supaya terlihat adanya
kesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Berikut sistematika
pembahasan yang disusun peneliti:
BAB | PENDAHULUAN: Berisi sistematis tentang latar belakang, identifikasi
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian

pustaka, dan sistematika pembahasan.

11 Nugrah Eka Andini, “Skripsi: Analisis Putusan Hakim Tentang Wanprestasi Al-Murabahah Di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Putusan Nomor 358/Pdt.G/2018/PA.Sby)” (UIN Sunan Ampel, 2022).
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BAB Il LANDASAN TEORI: Membahas tentang teori-teori yang berhubungan
dengan penelitian.

BAB Il METODE PENELITIAN: Berisi metode yang akan digunakan, seperti jenis
penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini akan membahas hasil
penelitian yang didapat.

BAB V PENUTUP: Berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan dengan hasil

penelitian, serta memberikan saran.
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	g. Pengadilan Agama Lamongan berdiri kurang lebih pada tahun 1882 M. Asumsi ini didasarkan atas:
	1) Lamongan sebagai wilayah administratif, sudah ada semenjak tahun berdirinya yaitu hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M.
	2) Berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura adalah tahun 1882 M.
	Dua hal tersebut kiranya dapat dijadikan suatu sandaran atas berdirinya Pengadilan Agama Lamongan, dengan pertimbangan bahwa:
	1) Sebagai wilayah administratif, sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura.
	2) Tahun 1882, sebagai tonggak berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura, secara implisit adalah Lamongan, mengingat Lamongan adalah gugusan kota di pulau Jawa.
	Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 Keluraha...
	Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m2 dan pada tah...
	Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m2. Di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m2 dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m2 dana ters...
	Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m2 yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Ke...
	Tabel 4.1
	Periode Ketua Pengadilan Agama Lamongan
	3. Visi dan Misi
	a. Visi
	“Terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung”
	b. Misi
	1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lamongan;
	2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
	3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Lamongan.
	4) Meningkatkan Kredibelitas dan Transparansi Pengadilan Agama Lamongan.
	B. Deskripsi Putusan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah pada Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg
	1. Pokok Gugatan
	Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg tanggal...
	Berdasarkan perjanjian terdapat suatu hubungan hutang piutang yang mana Penggugat memberikan fasilitas Kredit/hutang yang didokumentasikan dalam Surat Perjanjian (Akad) Murabahah Nomor 032616502449. Bahwa menurut perjanjian, A Nurwahid bertindak sebag...
	Sesuai perjanjian yang disepakati menyatakan bahwa Tergugat lalai dan berhenti membayar angsuran pada bulan Januari 2020 dan pada bulan Mei 2020 beralasan terkena dampak Covid 19, akhirnya para Tergugat mengajukan permohonan program restrukturisasi be...
	Tunggakan yang harus dibayar   : Rp. 21.511.600
	Sisa Pokok     : Rp. 90.446.486
	Sanksi yang harus Dibayar   : Rp. 19.606.992
	Margin harian     : Rp. 565.610
	Berhubungan dengan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan tertunggaknya pembayaran, maka Penggugat mengalami kerugian dan beberapa kali telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat yang mana Surat Peringatan I ...
	Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Dalam gugatan sederhana dari Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban s...
	2. Upaya Mediasi
	Dalam perkara ini, Hakim tidak menempuh prosedur mediasi ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yan...
	Untuk proses gugatan dilanjutkan dalam persidangan.
	3. Pertimbangan Hakim
	Dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg Hakim Pengadilan Agama Lamongan menggunakan beberapa pertimbangan sebagaimana berikut:
	a. Syarat Gugatan :
	1) Adanya surat kuasa secara formil, bahwa dari salah satu pihak yaitu Penggugat telah menunjuk kuasa hukum, dengan surat kuasa nomor 0074 tertanggal 25 Januari 2021. Kuasa hukum telah hadir dalam menjalani persidangan.
	2) Masing-masing pihak telah hadir dalam persidangan, bahwa hakim telah memeriksa identitas dan kesesuaian para pihak yang berperkara dan dinyatakan sesuai.
	3) Dalam perkara ini, hakim membenarkan dalil gugatan Penggugat , karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan Penggugat adalah gugatan sederhana. Maka perkara ini diselesaikan dengan gugatan acara sederhana.
	4) Menurut Pasal 4 angka (2) huruf a.8 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan pengecualian dari kewajiban mediasi terhadap sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan juga Pasal 15 angk...
	5) Adanya pengakuan keterlambatan membayar angsuran, adanya pengingkaran dan bantahan. Tetapi ada hal yang tidak dibantah karena merupakan akta otentik yang berupa akad perjanjian murabahah, akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia,  akta dibawa ta...
	6) Dalam bantahannya, salah satu pihak mengajukan surat pernyataan berupa akta dibawa tangan, tetapi bantahannya dianggap tidak cukup bukti.
	7) Menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa pihak dianggap melakukan ingkar janji/wanprestasi, apabila:
	a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
	b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
	c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
	d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
	8) Terjadi Wanprestasi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdata kategori wanprestasi yaitu lewatnya waktu dan pernyataan adanya kelalaian.
	9) Tidak ada komitmen kuat dari Tergugat terkait bukti dan dan adanya bantahan tidak beriktikad baik.
	10) Perkara ini dinyatakan telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi).
	11) Dalam Agama Islam, Suatu akad atau perjanjian yang telah disepakati maka akad atau perjanjian tersebut harus dilaksanakan. Dari fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, maka Al-Qur’an sudah menjelaskan dalam QS. Al-Maidah [5]: 1
	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ
	Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
	(perjanjian)”.
	b. Pokok Perkara :
	1) Telah terjadi Akad sesuai prinsip syariah yaitu akad pembiayaan Murabahah nomor 032616502449 tertanggal 31-12-2016.
	2) Obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dengan No Polisi: S 1886 JB dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.267.983.000,- (dua ratu...
	3) Adanya Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yakni berhentinya pembayaran cicilan angsuran pada bulan Januari 2020. Namun, pada bulan Mei 2020 para Tergugat mengajukan permohonan restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penundaan sebag...
	4) Adanya jaminan dalam melakukan akad yaitu Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia.
	5) Adanya penyelesaian internal sebelum berakhirnya masa akad yakni diberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 2 kali, namun Tergugat tidak menghiraukan teguran dari Penggugat dan tetap tidak mengindahkan kewajibannya. Akhirnya setelah jatuh tempo, ...
	4. Amar Putusan
	Berdasarkan segala uraian di atas, maka dengan putusan pengadilan ini diputus dengan amar sebagai berikut :
	a. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat.
	b. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp.132.130.688 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga p...
	c. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO,dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dan No Polisi : S 1886 JB. berdasarkan Sertifikat Ja...
	d. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
	C. Analisis Pertimbangan Hukum Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah (Kajian Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg)
	1. Analisis Pertimbangan Hukum Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah pada Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg
	Pada pembahasan ini, penulis akan mengkaji tentang analisis pertimbangan hukum sengketa wanprestasi perjanjian murabahah yang terdapat pada putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan wawancara.
	Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yan...
	Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalaha...
	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 T...
	Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau su...
	Sebelum perkara ini diputus, Hakim pertama-tama memeriksa keabsahan perjanjian itu sendiri selama pemeriksaan persidangan sebelum menyatakan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi. Sumber utama hukum dalam perkara ekonomi syariah adalah perjanjian....
	Berdasarkan pertimbangan hukum yang didapatkan dari putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan tentang Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah, hakim menggunakan metode pertimbangan hakim menggunakan metode interpretasi dikar...
	Adapun dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, pasal-pasal dalam PERMA yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan hukum mengenai PERMA Nomor 14 Tahu...
	Hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah berdasarkan fakta dan bukti. Fakta dan pembuktian didapatkan dari pernyataan Penggugat dan Tergugat dipersidangan. Dalam putusan nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg Hakim menggunakan Undang-Undang H...
	Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan menggunakan keterangan alat bukti beupa:
	a. P.1 merupakan bukti Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak:032616502449, yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2016, bermeterai cukup.
	b. P.2 merupakan bukti Akad Murabahah Nomor 0326/Addendum/05/2020/000219 yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2020 oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, bermaterai cukup.
	c. P.3 merupakan bukti Akta Jaminan Fidusia Nomor 134 yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh notaris DELLA KUSUMA CANDRA,SH.MH.MKn, bermeterai cukup.
	d. P.4 merupakan bukti Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00169694.AH.05.01TAHUN 2017 yang dikeluarkan tanggal 22 Februari 2017 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur, bermeterai cukup.
	e. P.5 merupakan bukti Memo Draft Pre Termination dan Riwayat Pembayaran yang dikeluarkan tanggal 14 November 2020, bermeterai cukup.
	f. P.6 merupakan bukti Surat Kendaraan Bermotor jenis Mobil Yaris atas nama SITI HALIMAH, Nopol S 1886 JB. Tahun 2016, bermeterai cukup.
	g. P.7 merupakan bukti Surat Teguran (Somasi) ke 1 Nomor 032620512315/GSK/9/2020 pada tanggal 09 September 2020, dan Surat Teguran (Somasi) ke 2 Nomor 032620512315/GSK/9/2020 pada tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Penggugat, bermeterai c...
	Bukti Perjanjian tersebut merupakan Akta Otentik, pembuktian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ketentuan ini berdasarkan dalam Pasal 165 HIR, Akta Otentik (Akta Resmi) adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wew...
	Terdapat pembuktian lain dari Tergugat berupa surat pernyataan yang merupakan akta dibawah tangan, Akta dibawah tangan (Onderhands) merupakan akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. A...
	Dalam sengketa ekonomi syariah pasti terdapat suatu akad perjanjian, dimana pada perkara ini terdapat suatu akad yaitu akad perjanjian murabahah. Akad merupakan perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tert...
	Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi, dalam KHES Pasal 38 telah disebutkan bahwa sanksi para pihak yang telah wanprestasi yaitu “membayar ganti rugi,  pembatalan akad, peralihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara”. ...
	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu perangkat yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 yang fungsinya bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk mem...
	a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
	b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
	c. Melakukan apa yang dijajikannya, tetapi terlambat, atau
	d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
	Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dala...
	Tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan demi hukum para Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian yang disepakati dengan Penggugat. Hakim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah ...
	2. Analisis  Putusan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Murabahah pada Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg
	Dasar dari sebuah ekonomi adalah kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda. Dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa.
	Sengkata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan . Oleh karena itu, kata lain dari sengkrta adalah konflik, secara bahasa kedua kata tersebut mengandung arti suat...
	Pada perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg. Sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan yang pada pokok i...
	Penggugat menggugat para Tergugat ke pengadilan guna memeriksa, memutus perkara yang menghukum para Tergugat secara normatif melakukan wanprestasi dengan mengajukan bukti-bukti, Pengugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan bukti P.7 berupa Su...
	Pembuktian berupa alat bukti dan pengakuan dari Penggugat maupun Tergugat merupakan dasar putusan hakim dalam membuat putusan ini dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), dikarenakan dalam Pasal 22 Ayat 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tat...
	Disamping itu, perbuatan melawan hukum tidak serta merta dapat terjadi ataupun dituduhkan kepada seseorang. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud mesti memenuhi unsur-unsur berupa ada perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, dan seb...
	“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cuk...
	Dalam perkara ini para Tergugat telah melanggar terhadap perjanjian yang terkumpul dalam Pasal 8 pada saat perjanjian yang disepakati, bunyi Pasal tersebut, yaitu:
	a. Adanya perjanjian atau kesepakatan anatara Penggugat (Kreditur) dan para Tergugat (Debitur).
	b. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh puhak-pihak secara jelas.
	c. Adanya batas waktu yang telah disepakati.
	d. Ada pihak yang telah melanggar atau tidak melakukan kewajibannya/prestasi yang telah disepakati.
	Menurut penulis, jika dilihat dari prosedur dalam menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi mesti melalui dua tahapan, pertama sommatie, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan, soma...
	“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditent...
	Kedua Ingebreke Stelling, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara tersendiri dan tidak melalui pengadilan. Dalam hal ini Penggugat sudah pernah mengeluarkan somasi tetapi dari Tergugat tidak merespon dengan baik.
	Putusan perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Lamongan, Penggugat menang atas gugatanya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan setelah membaca, meneliti dan mempelajari, menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindakan...
	Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 butir 1-c yang menentukan bahwa agar dalam surat permohonan sita jaminan dan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut harus disebutkan alasan-alasan apa yang menyebabkan ...
	a. Sita jaminan atas barang bergerak milik debitur (pasal 1131 jo. 1132 KUH Perdata)
	b. Sita jaminan atas barang tetap milik debitur (pasal 261, 208, 214 RBG)
	c. Sita jaminan atas barang bergerak milik debitur yang ada ditangan pihak ketiga (pasal 728 Rv, 211 Rbg)
	BAB V
	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
	1. Bahwa perkara Pengadilan Agama Lamongan pada putusan wanprestasi Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg dinyatakan telah melakukan ingkar janji yang berkekuatan hukum tetap (incraht) dan hakim menyatakan sebagai perbuatan wanprestasi.
	2. Bahwa pertimbangan hukum hakim atas sengketa wanprestasi sudah sesuai dengan metode pertimbangan hakim yaitu metode interpretasi dalam bentuk metode interpretasi ekstensif dan metode interpretasi autentik yang berpatokan pada:
	a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
	b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
	c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
	d. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
	e. Salinan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0001/Pdt.GS/2021/PA.Lmg.
	B. Saran
	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:
	1. Bagi pihak Penggugat dalam melakukan suatu perjanjian dengan nasabahnya untuk lebih berhati-hati. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita pihak Penggugat ketika terjadi kasus wanprestasi.
	2. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi harus lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul di ke...
	3. Bagi Tergugat khususnya yang sedang terikat akad atau perjanjian, hendaknya bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuatnya dengan membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dan bertanggung jawab atas apa yang telah ...
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